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ABSTRAK 

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki 

kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan produk halal. Pemerintah telah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 sebagai upaya untuk 

menjamin hal tersebut. Akan tetapi, implementasi peraturan ini masih menghadapi 

berbagai tantangan, terutama di daerah seperti Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 

yang memiliki banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 

khususnya di sektor kuliner seperti penjual nasi goreng Tegal. Banyak pelaku usaha 

yang belum memahami regulasi dan mekanisme sertifikasi halal. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha nasi goreng 

Tegal di Kabupaten Sleman, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan 

penghambat implementasinya, serta mengevaluasi kemaslahatan yang dihasilkan 

bagi pelaku usaha. Penelitian ini penting untuk memahami tantangan implementasi 

regulasi halal di tingkat UMKM dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan 

kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris 

dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (live case study). 

Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kualitatif dengan metode penarikan penyimpulan menggunakan metode deduktif. 

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 42 Tahun 

2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha 

nasi goreng Tegal belum terlaksana optimal, terlihat dari rendahnya kesadaran 

hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, di mana 

mayoritas tidak mengetahui regulasi atau mekanisme sertifikasi halal. Hambatan 

utama meliputi minimnya sosialisasi, pendampingan, dan akses informasi, serta 

pandangan kultural yang menganggap kehalalan cukup dijamin secara tradisional. 

Meski demikian, terdapat faktor pendukung seperti motivasi teologis yang kuat, 

jaringan kekerabatan yang memudahkan penyebaran informasi, serta pertimbangan 

bisnis untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa, menurut pandangan pelaku usaha, PP Nomor 42 Tahun 

2024 memberikan kemaslahatan yang signifikan, baik secara spiritual, sosial, 

ekonomi, dan etika bisnis. Akan tetapi, perlu adanya peningkatan sosialisasi, 

pendampingan, dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut. 
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ABSTRACT 

Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, has a high 

demand for halal product assurance. The government has issued Law Number 33 

of 2014 concerning Halal Product Assurance and Government Regulation (PP) 

Number 42 of 2024 as an effort to guarantee this matter. However, the 

implementation of these regulations still faces various challenges, particularly in 

regions such as Sleman Regency, Yogyakarta, which hosts numerous micro, small, 

and medium enterprises (MSMEs), especially in the culinary sector such as Tegal 

fried rice vendors. Many business actors remain unfamiliar with the regulations 

and the halal certification mechanism. This research aims to analyze the 

implementation of PP Number 42 of 2024 on the Administration of Halal Product 

Assurance among Tegal fried rice vendors in Sleman Regency, identify the 

supporting and inhibiting factors of its implementation, and evaluate the benefits it 

provides for business actors. This study is important to understand the challenges 

of implementing halal regulations at the MSME level and to provide 

recommendations for improving legal awareness and compliance among business 

actors. 

This study employs a normative-empirical legal research method using a 

statutory approach and a case study (live case study) approach. The data analysis 

method applied is qualitative data analysis with a deductive reasoning technique. 

Data collection methods include observation, interviews, and documentation. 

The findings show that the implementation of PP Number 42 of 2024 on the 

Administration of Halal Product Assurance among Tegal fried rice vendors has not 

been optimally carried out, as reflected in the low level of legal awareness 

encompassing knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior, with the 

majority of vendors being unaware of the regulations or the halal certification 

mechanism. The main obstacles include limited socialization, inadequate 

assistance, lack of access to information, and cultural views that consider halal 

assurance sufficiently guaranteed through traditional practices. Nevertheless, 

there are supporting factors such as strong theological motivation, kinship 

networks that facilitate information dissemination, and business considerations to 

enhance customer trust and competitiveness. This study concludes that, from the 

perspective of business actors, PP Number 42 of 2024 provides significant benefits 

in spiritual, social, economic, and business ethics aspects. However, greater efforts 

in socialization, assistance, and legal education are needed to improve legal 

awareness and compliance with the regulation. 
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MOTTO 

 

“Semua keinginan yang terbaik adalah memberi manfaat bagi orang lain, putuskan 

sesuatu tidak hanya benar, tapi juga pener” 

- KH. Fuad Habib Dimyathi 

 

“Ilmu itu amal, amal itu action” 

- KH. KPH. Luqman Al-Hakim Harits Dimyathi 

 

 اذ الفتى حسب اعتقاده رفع ۞ وكلّ من لم يعتقد لم ينتفع 

“Seorang pemuda akan diangkat derajatnya jika memiliki keyakinan yang kuat # 

dan setiap jiwa yang tidak berkeyakinan itu tidak memiliki kemanfaatan” 

- Al-Imrity, bait ke-17 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa’ Ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa’ Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 ditulis Sunnah ةنّ س

 Ditulis ‘Illah ة علّ 
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C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis al-Mā’idah المائدة

 ditulis Islāmiyyah إسلاميّة

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah maka 

ditulis dengan h 

 ditulis Muqāranah al-Mażāhib مقارنة المذاهب

 

D. Vokal Pendek 

----  َ---- fathah ditulis a 

----  َ---- 
kasrah ditulis i 

----  َ---- 
dammah ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān إستحسلن

Fathah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis Unsā أنثى

Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 ditulis Al-‘Ālwānī العلواني

Dammah + wāwu mati ditulis ū 
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 ditulis ‘Ulūm علوم 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya’ mati ditulis ai 

 ditulis Gairihim غيرهم

Fathah + wawu mati ditulis au 

 ditulis Qaul قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدتّ 

 ditulis la’in syakartum لإن شكرتم 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis ar-Risālah سالة الرّ 
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 ’ditulis an-Nisā ءساالنّ 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl al-Ra’yi أهل الرّأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السّنّة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Hingga saat ini, jumlah umat Muslim di Indonesia diperkirakan 

mencapai lebih dari 245 juta orang, yang mencakup sekitar 87,1 persen dari 

total penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 283 juta jiwa.1 

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan 

yang berkaitan dengan umat Muslim, salah satunya adalah kebijakan 

mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. 

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, kebutuhan 

akan jaminan produk halal menjadi hal yang penting. Masyarakat Muslim 

Indonesia harus memperhatikan aspek kehalalan dalam mengkonsumsi 

makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Oleh 

karena itu, pemerintah merasa perlu memastikan bahwa setiap produk yang 

beredar telah memenuhi standar kehalalan yang diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Salah satu Langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjamin 

produk halal adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan 

 
1 “Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa”, 

https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapil-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-

dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8, akses 10 Februari 2025. 
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bahwa, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib 

bersertifikat halal.2 Jadi, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan 

sertifikasi halal terhadap produk yang mereka produksi.  

 Untuk menjalankan undang-undang tersebut, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal untuk menjelaskan 

ketentuan-ketentuan lebih rinci terkait jaminan produk halal. PP ini 

merupakan pembaharuan dari PP sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 

Halal. Salah satu perbedaan atau perubahan dari PP tersebut adalah 

penahapan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, 

yang semula disamakan dengan pelaku usaha menengah dan besar, yaitu 17 

Oktober 2024, diperpanjang sampai 17 Oktober 2026. Penundaan tersebut 

dikarenakan tenggat waktu yang sangat sempit, sementara masih banyak 

pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. 

Salah satu daerah yang masih memiliki banyak pelaku usaha yang 

belum melakukan sertifikasi halal adalah Kabupaten Sleman. Hingga saat 

ini, jumlah UMKM di Sleman yang telah bersertifikat halal baru mencapai 

sekitar 15.829 dari total 109.973 unit usaha.3 Berdasarkan data ini, masih 

 
2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4. 

3 David Kurniawan, “Sertifikasi Halal Baru Menyasar 8,4% Pelaku UMKM di Sleman”, 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/09/30/512/1189936/sertifikasi-halal-baru-

menyasar-84-pelaku-umkm-di-sleman, akses 25 Februari 2025. 
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banyak sekali pelaku usaha yang belum melaksanakan perintah undang-

undang untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk dagangannya. 

Sleman adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang memiliki banyak universitas, baik universitas besar maupun kecil. 

Banyak mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar 

negeri. Hal ini menjadikan banyak pelaku usaha khusunya usaha kuliner 

yang membuka bisnisnya di wilayah Sleman, contohnya nasi goreng Tegal 

yang berjualan di kios-kios maupun di pinggir jalan. 

Nasi goreng tegal, dengan cita rasanya yang khas dan kaya rempah, 

telah menjadi salah satu ikon kuliner di Indonesia. Nasi goreng tegal lahir 

dari kreativitas para pelaku usaha kaki lima di Tegal. Mereka mencoba 

mengolah sisa nasi menjadi hidangan yang lebih menarik dengan 

menambahkan berbagai bumbu dan toping. Saat ini, nasi goreng Tegal telah 

menyebar ke berbagai daerah di Indonesia,4 salah satunya di kabupaten 

Sleman, Yogyakarta. 

Menurut Ajeng di dalam penelitiannya mengatakan bahwa para 

pelaku usaha nasi goreng yang berada di Kecamatan Sukasari menguasai 

pengetahuan mengenai makanan halal (halal food), dan sebagian besar 

pelaku usaha nasi goreng di Kecamatan Sukasari memiliki pemahaman 

yang baik dalam memilih bahan dan bumbu halal yang digunakan. Akan 

 
4 Aries Puji Sriyanto, “Sejarah Nasi Goreng Tegal: Dari Warisan Leluhur”, 

https://www.rri.co.id/kuliner/995759/sejarah-nasi-goreng-tegal-dari-warisan-leluhur, akses 2 Maret 

2025. 



4 
 

tetapi, masih terdapat kurang dari setengah pelaku usaha yang belum 

sepenuhnya menguasai pengetahuan tersebut.5 

Jaminan produk halal menjadi aspek yang sangat penting, terutama 

karena mayoritas penduduk Indonesia khususnya Kabupaten Sleman 

beragama Islam. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 16 (enam 

belas) pelaku usaha nasi goreng Tegal di Sleman, ditemukan bahwa 

seluruhnya belum memiliki sertifikat halal, bahkan, beberapa di antaranya 

menyatakan bahwa mayoritas pelaku usaha nasi goreng Tegal, khususnya 

yang berjualan di kaki lima, belum memiliki sertifikasi halal. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku usaha nasi goreng Tegal 

mengenai pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, 

pelaku usaha yang produknya belum bersertifikat halal akan dikenakan 

sanksi berupa peringatan tertulis serta penarikan barang dari peredaran.6 

Konsekuensinya, pelaku usaha berisiko tidak dapat melanjutkan usahanya. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung maupun menghambat pelaku usaha nasi goreng 

Tegal di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan sertifikasi halal terhadap 

produk dagangannya. 

 
5 Ajeng Fatimah Noor Islami dkk., “Halal Food Pada Hidangan Nasi Goreng di Kecamatan 

Sukasari Bandung”, Media Pendidikan, Gizi dan Kuliner, Vol. 8:1 (April 2019), hlm. 1-7. 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 

Produk Halal, Pasal 171 Ayat (2) dan Ayat (5). 
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Pemilihan objek penelitian pada pelaku usaha nasi goreng Tegal 

didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar pelaku usaha nasi goreng Tegal di Sleman belum memiliki sertifikat 

halal, meskipun produk mereka dikonsumsi oleh masyarakat Muslim secara 

luas. Kondisi ini menjadikan pelaku usaha nasi goreng Tegal sebagai objek 

penelitian yang relevan dan strategis untuk mengkaji implementasi PP 

Nomor 42 Tahun 2024, karena dapat menggambarkan secara nyata 

tantangan dan peluang penerapan kebijakan halal di tingkat usaha mikro. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 

TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK 

HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI 

KABUPATEN SLEMAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi 

goreng Tegal di Kabupaten Sleman? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pelaku 

usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman dalam 

mengimplementasikan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal? 
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3. Apakah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan bidang 

Jaminan Produk Halal dapat memberikan kemaslahatan bagi pelaku 

usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha 

nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

yang dihadapi oleh pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten 

Sleman dalam mengimplementasikan PP Nomor 42 Tahun 2024 

tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal. 

c. Untuk mengetahui apakah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal dapat memberikan 

kemaslahatan bagi pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten 

Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait 

baik itu secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan 

tentang sertifikasi halal beserta urgensi yang timbul dari sertifikasi 

halal tersebut. 
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha 

nasi goreng, tentang pentingnya sertifikasi halal ini. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang membahas mengenai kebijakan tentang sertifikasi halal 

telah banyak dilakukan, namun setiap penelitian memiliki fokus dan 

pendekatannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terkait: 

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Zulpa Makiah dengan judul 

“Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, 

Implementasi dan Respons Masyarakat”. Penelitian ini membahas 

kebijakan jaminan produk halal di Indonesia, tantangan dalam 

implementasinya, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.7 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal 

tema, yaitu implementasi kebijakan sertifikasi halal. Akan tetapi, terdapat 

perbedaan dalam objek penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih 

berfokus pada masyarakat Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini 

lebih spesifik meneliti pelaku usaha nasi goreng Tegal di wilayah 

Kabupaten Sleman. Selain itu, kesamaan juga ditemukan dalam penggunaan 

teori, yaitu teori kesadaran hukum. 

 
7 Zulpa Makiah, “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, 

Implementasi dan Respons Masyarakat”, Disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), 

hlm. xvii-xiv. 
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Kedua, artikel jurnal Qawwam: The Leader’s Writing yang ditulis 

oleh D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum dengan judul “Implementasi 

Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan 

Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peluang dan kendala dalam sertifikasi halal serta menilai 

sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal 

terhadap produk UMKM di Kabupaten Sampang.8 Meskipun sama-sama 

mengkaji implementasi sertifikasi halal, penelitian ini memiliki perbedaan 

fokus. Penelitian sebelumnya berfokus pada keberhasilan sertifikasi halal, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada 

faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikannya.  

Ketiga, artikel jurnal Journal of Indonesian Sharia Economics yang 

ditulis oleh Umi Latifah dengan judul “Kebijakan Mandatori Sertifikasi 

Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten 

Kudus”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus masih 

belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut dapat dilihat dari aspek aktivitas 

implementasi, komunikasi antar pemangku kepentingan, serta 

kecenderungan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.9 Penelitian ini 

 
8 D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal melalui 

Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”, Qawwam: 

The Leader’s Writing, Vol. 3:1 (Juni 2022), hlm. 10. 

9 Umi Latifah, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah di Kabupaten Kudus”, Journal of Indonesian Sharia Economics, Vol. 1:1 (Maret 

2022), hlm. 57. 
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memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-

sama mengkaji implementasi kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi, 

perbedaannya terletak pada wilayah penelitian yang menjadi objek kajian. 

Keempat, artikel jurnal APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu 

Agama yang ditulis oleh Maryam Jameelah, Ema Komalasari, Sarah 

Giovani, Azzahra Putri Diandra, dan Yunus Effendi dengan judul 

“Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk 

UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten”. 

Penelitian ini mengkaji tentang pendampingan legalitas usaha kecil yang 

ingin mendapatkan sertifikasi halal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan sertifikasi.10 Penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji tentang 

sertifikasi halal. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada wilayah penelitian 

yang menjadi objek kajian. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Via Lutviana dengan judul 

“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi 

Program Sertifikasi Halal Gratis dalam Perspektif Maṣlaḥaḥ (Studi Kasus 

di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini menemukan 

bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian 

besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena 

 
10 Maryam Jameelah dkk., “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal 

Produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten”, APLIKASIA: Jurnal 

Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 22:2 (2022), hlm. 117. 



10 
 

kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika 

terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi.11 Penelitian ini memiliki 

kesamaan pada teori yang digunakan, yaitu teori kesadaran hukum dan teori 

maṣlaḥaḥ. 

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Aida Zahra dengan judul 

“Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Dalam 

Mengajukan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan TPB dan Religiusitas”. 

Penelitian ini mengidentifikasi faktor psikologis dan religius yang 

mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dengan 

menggunakan pendekatan theory of planned behavior (TPB).12 Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif, yang mana ini berbeda dengan 

penelitian baru, yaitu penelitian kualitatif dengan penyimpulan secara 

deduktif. 

Ketujuh, artikel jurnal El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law 

yang ditulis oleh Salman Hikam dan Karimatul Khasanah dengan judul 

“Analisis Prinsip Maṣlaḥaḥ terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”. 

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa PP Nomor 39 Tahun 2021 masih 

 
11 Via Lutviana, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi 

Program Sertifikasi Halal Gratis dalam Perspektif Maṣlaḥaḥ (Studi Kasus di Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun)”, Skripsi sarjana IAIN Ponorogo (2023), hlm. ii. 

12 Siti Nur Aida Zahra, “Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sleman 

Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan TPB dan Religiusitas”, Skripsi sarjana UII 

Yogyakarta (2024), hlm. viii. 
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benyak menuai kritik dari masyarakat, karena pada beberapa pasalnya 

masih terdapat unsur madharat yang ditimbulkan.13 Penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang baru dari teori yang digunakan, yaitu teori 

maṣlaḥaḥ. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman, penghormatan, serta 

kepatuhan individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum yang 

berlaku dalam suatu negara. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh 

mana masyarakat mengetahui dan memahami aturan hukum, serta 

sejauh mana mereka bersedia menaati hukum dalam kehidupan sehari-

hari. 

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah 

kesadaran atau nilai-nilai dalam diri manusia mengenai hukum yang 

ada atau yang diharapkan ada. Fokus utama kesadaran hukum adalah 

pada nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan sekadar penilaian terhadap 

peristiwa konkret dalam masyarakat.14 Kesadaran hukum mempunyai 

empat indikator: 

 
13 Salman Hikam dan Karimatul Khasanah, “Analisis Prinsip Maṣlaḥaḥ terhadap Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”, El-

Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 3:2 (2023), hlm. 28. 

14 Tim Hukumonline, “Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-

masyarakat-lt63031f672a8db/, akses 6 Maret 2025. 
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a. Pengetahuan hukum. Indikator ini membuat seseorang sadar akan 

hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia 

memahami perilaku yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. 

Kesadaran ini mendorong pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai 

hukum. 

b. Pemahaman hukum. Pengetahuan dan pemahaman hukum tidak 

selalu saling bergantung. Seseorang bisa memiliki ide atau perilaku 

tertentu tanpa menyadari kesesuaiannya dengan norma hukum. 

Sebaliknya, ada yang mengetahui adanya aturan hukum tetapi 

kurang memahami isinya secara mendalam. 

c. Sikap hukum. Sikap hukum adalah reaksi seseorang terhadap 

hukum, yang dapat berupa suka atau tidak suka, setuju atau tidak 

setuju. Kepatuhan terhadap hukum menciptakan ketertiban, 

sedangkan ketidakpatuhan menyebabkan kekacauan. Sikap hukum 

mencerminkan kesadaran hukum seseorang dan terbagi menjadi 

dua jenis: sikap insidental, yang muncul secara spontan tanpa 

perhitungan untung rugi, serta sikap kritis, yang 

mempertimbangkan baik buruknya suatu aturan hukum secara 

cermat. 

d. Perilaku hukum. Perilaku merupakan hasil interaksi manusia 

dengan lingkungan yang terbentuk melalui proses tertentu. Faktor 

pembentuk perilaku terdiri dari faktor intern, seperti pengetahuan, 

kecerdasan, dan inovasi, serta faktor ekstern, seperti lingkungan 
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fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perilaku hukum adalah tindakan 

yang mengikuti hukum dan tidak dilakukan secara fisik di bawah 

paksaan.15 

2. Teori Maṣlaḥaḥ 

Secara etimologis, kata maṣlaḥaḥ merupakan bentuk maṣdar yang 

berasal dari fi'il لحص  (ṣaluḥa). Dalam bahasa aslinya, kata maṣlaḥaḥ 

berasal dari لح، يصلح، صلاحاص  (ṣalaḥu, yaṣluḥu, ṣalāḥan), yang berarti 

sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat.16 Sedangkan menurut Imām 

al-Gazālī, maṣlaḥaḥ adalah upaya menjaga tujuan hukum Islam 

mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta benda. Segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek 

tersebut disebut maṣlaḥaḥ.17 

Maṣlaḥaḥ dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Al-Maṣlaḥaḥ aḍ-Ḍarūriyyah (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan 

yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat. 

 
15 Hamda Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi atas 

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan), (Sleman: Deepublish, 2020), 

hlm. 13-15. 

16 Zaenol Hasan, “Teori Maṣlaḥaḥ dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)” AL ITMAMIY 

(Hukum Ekonomi Syariah), Vol. 4:2 (Desember 2022), hlm. 67. 

17 Nur Asiah, “Maṣlaḥaḥ Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, DIKTUM: Jurnal Syariah 

dan Hukum, Vol. 18:1 (Juli 2020), hlm. 123. 



14 
 

b. Al-Maṣlaḥaḥ al-Ḥājiyyah ( لحة الحاجيةمصال ), yaitu kemaslahatan yang 

dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang 

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan mendasar manusia. 

c. Al-Maṣlaḥaḥ At-Taḥsīniyyah (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan 

yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat 

melengkapi kemaslahatan.18 

Adapun dari segi keberadaannya, maṣlaḥaḥ dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Al-Maṣlaḥaḥ al-Mu’tabarah (المعتبرة  yaitu kemaslahatan ,(المصلحة 

yang dibenarkan oleh syara’. 

b. Al-Maṣlaḥaḥ al-Mulgāh ( الملغاةالم صلحة  ), yaitu kemaslahatan yang 

dibatalkan oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan 

syariat. 

c. Al-Maṣlaḥaḥ al-Mursalah (المرسلة  yaitu kemaslahatan ,(المصلحة 

yang keberadaannya tidak dibenarkan oleh syara’ dan tidak juga 

dibatalkan melalui dalil yang dirinci.19 

 
18 Syarif Hidayatullah, “Maṣlaḥaḥ Mursalah Menurut Al-Ghazali”, Al-Mizan, Vol. 2:1 

(Februari 2018), hlm. 117-118. 

19 Ibid, hlm. 119-122. 
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F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penelitian hukum 

normatif empiris, atau disebut juga penelitian hukum normatif-terapan 

(applied law research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji 

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-

undangan) pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 

Adapun kategori penilitan yang dilakukan adalah live case study, yaitu 

meneliti peristiwa yang berlangsung di masyarakat.20 

2. Pendekatan Penelitian 

Penilitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan 

undang-undang (satatute approach), dan pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan undang-undang yaitu menelaah dan 

menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 

dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal. Sedangkan pendekatan kasus yaitu melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang 

 
20 Ali Sodiqin, Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Semester V, 

2023. 
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dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.21 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber 

dan sebagainya, dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan 

pelaku usaha nasi goreng yang berada di Kabupaten Sleman. 

b. Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer 

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Norma 

atau kaidah dasar. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan 

undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 

pendapat pakar hukum, atau lainnya. 

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan penunjang, 

mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus, abstrak perundang-undangan, bibliografi 

 
21 Ibid. 



17 
 

hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, 

dan lainnya. Serta bahan-bahan diluar bidang hukum, misalnya 

berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan 

lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi 

ataupun menunjang data penelitian.22 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

sebagai berikut: 23 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini 

sangat efektif untuk mendapatkan data aktual yang mencerminkan 

situasi sebenarnya. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan 

interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, melalui metode 

ini, peneliti dapat menggali informasi mendalam, seperti 

pandangan, pengalaman, atau opini narasumber. Adapun untuk 

wawancara akan ditujukan kepada 25 pelaku usaha nasi goreng 

Tegal yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian 

kualitatif, penentuan jumlah informan tidak didasarkan pada 

 
22 Ibid. 

23 Maksum Rangkuti, “Teknik-Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian: Panduan 

Lengkap untuk Peneliti”, https://fahum.umsu.ac.id/blog/teknik-teknik-pengumpulan-data-dalam-

penelitian-panduan-lengkap-untuk-peneliti/, akses 1 Maret 2025. 
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kuantitas responden, melainkan pada kedalaman data yang 

diperoleh. Jumlah informan yang terlalu sedikit berpotensi 

membatasi variasi informasi, sementara jumlah yang terlalu 

banyak dapat menyulitkan proses analisis. Oleh karena itu, 

keterlibatan 25 informan dipandang sebagai jumlah yang 

seimbang, karena memenuhi kelayakan metodologis sekaligus 

mempertimbangkan keterjangkauan penelitian dari segi waktu dan 

tenaga peneliti. 

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan 

dokumen tertulis, foto, atau rekaman video, atau arsip lain yang 

sudah ada. 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif, yaitu teknik yang cenderung menggunakan 

deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, 

melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari 

topik.24 Adapun untuk metode penarikan penyimpulan menggunakan 

metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan 

yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.25 

 
24 Tia Aulia, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya”, 

https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/, akses 1 

Maret 2025. 

25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

130. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian yang berjudul “Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Nasi 

Goreng Tegal di Kabupaten Sleman” ini disusun dalam lima bab. Setiap bab 

berisi pembahasan yang berbeda namun saling berkaitan, disertai dengan 

beberapa sub-bab untuk memperjelas pembahasan. Sistematika ini 

dirancang untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai 

penelitian secara keseluruhan. 

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat pengantar mengenai 

penelitian ini. Dalam bab ini terdapat beberapa sub-bab, yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teori, metodologi penelitian memaparkan pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, termasuk cara pengumpulan dan analisis 

data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang memberikan 

gambaran umum isi setiap bab dalam penelitian. 

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

dalam hal ini teori yang digunakan yaitu teori halal haram teori kesadaran 

hukum dan teori maṣlaḥaḥ. 

Bab ketiga berisi gambaran umum objek penelitian. Di dalamnya 

mencakup letak geografis dan gambaran umum Kabupaten Sleman, serta 

gambaran umum terkait nasi goreng Tegal. 
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Bab keempat memaparkan analisis terhadap implementasi PP 

Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 

Halal bagi pelaku usaha nasi goreng Tegal di Sleman, faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024, serta pembahasan 

terkait pandangan maṣlaḥaḥ terhadap terbitnya PP Nomor 42 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan memberikan ringkasan dari temuan penelitian serta jawaban 

atas rumusan masalah yang telah diajukan. Pada bagian akhir, berupa saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal belum 

terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran hukum 

yang mencakup empat indikator sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto, yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, 

dan perilaku hukum. Mayoritas pelaku usaha belum mengetahui adanya 

regulasi JPH. Ada yang mengetahui secara parsial tetapi belum memahami 

mekanisme dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal, bahkan dari seluruh 

pelaku usaha yang diwawancarai, tidak ada satu pun yang telah melakukan 

pendaftaran sertifikasi halal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa antara 

norma hukum dan realitas praktik di lapangan terdapat jarak yang 

signifikan, yang bukan disebabkan oleh resistensi, melainkan karena 

ketiadaan akses informasi, fasilitas pendampingan, serta minimnya upaya 

sosialisasi langsung dari pemerintah atau lembaga terkait. 

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengimplementasikan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal. Faktor 

pendukung meliputi motivasi teologis yang kuat karena mayoritas pelaku 

usaha beragama Islam dan mendukung jaminan kehalalan produk, potensi 

sosiologis berupa ikatan kekerabatan yang dapat memfasilitasi penyebaran 
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informasi serta penerapan kebijakan secara kolektif, dan pertimbangan 

bisnis yang melihat sertifikasi halal sebagai sarana meningkatkan 

kepercayaan pelanggan, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat daya 

saing. Adapun untuk faktor penghambatnya antara lain rendahnya 

kesadaran hukum yang membuat pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban, 

prosedur, maupun batas waktu sertifikasi; keterbatasan akses informasi 

akibat minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait; serta 

kepercayaan kultural yang menganggap kehalalan cukup dijamin secara 

tradisional tanpa sertifikasi formal. Kombinasi antara potensi dukungan 

yang tinggi dan hambatan struktural ini menunjukkan perlunya strategi yang 

terintegrasi untuk mengoptimalkan penerapan regulasi tersebut di tingkat 

usaha mikro. 

Menurut pandangan pelaku usaha nasi goreng Tegal, Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal membawa kemaslahatan yang diakui secara syariat 

dan memiliki landasan dalam maqāṣid asy-syarī’ah, khususnya dalam 

menjaga agama dan jiwa umat Muslim. Regulasi ini memberikan jaminan 

bahwa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat memiliki 

status kehalalan yang pasti dan sah. Dari sudut pandang pelaku usaha, 

regulasi ini bukanlah beban, melainkan justru membuka peluang untuk 

meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta memperkuat 

legitimasi dan kredibilitas usaha mereka di tengah masyarakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait, Diperlukan upaya yang lebih 

proaktif dalam bentuk sosialisasi intensif, pendampingan teknis, dan 

edukasi hukum kepada pelaku usaha mikro, khususnya komunitas 

penjual nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman. 

2. Pelaku usaha nasi goreng Tegal perlu meningkatkan kesadaran 

hukum dan inisiatif pribadi untuk mencari informasi mengenai 

prosedur sertifikasi halal. Mengingat batas waktu implementasi pada 

17 Oktober 2026, para pelaku usaha sebaiknya memanfaatkan 

kesempatan fasilitas self declare yang disediakan oleh pemerintah 

untuk memperoleh sertifikat halal secara mudah dan tanpa biaya. 

3. Bagi akademisi dan peneliti, diperlukan penelitian lanjutan yang 

menelaah efektivitas program pendampingan halal pada pelaku 

usaha mikro serta menganalisis strategi komunikasi hukum yang 

paling sesuai bagi komunitas informal seperti penjual nasi goreng 

Tegal. Kajian lebih lanjut juga penting untuk mengukur dampak 

sosial dan ekonomi dari sertifikasi halal di kalangan UMK. 
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